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BUPATI KUNINGAN 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

BPERATURAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR     50  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 51 
TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN KUNINGAN  
 

BUPATI KUNINGAN, 
Menimbang :  a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah, Bupati telah 
menetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kuningan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 
21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kuningan; 

b. bahwa dalam perkembangannnya terdapat hal-hal 
yang perlu diakomodir dalam Peraturan dimaksud 
untuk dapat menghasilkan laporan keuangan 
Pemerintah Daerah yang memadai sehingga perlu 
adanya peninjauan kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan 
ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kuningan. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tetang 
pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 
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 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6119); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502 ); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 
Tahun 2013 tentang pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan 
Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan; 

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kuningan. 

 

MEMUTUSKAN        : 

Menetapkan    :  PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 
KUNINGAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN.  
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Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran XI, 
Lampiran XIV dan Lampiran XVI Peraturan Bupati 
Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 
 
 

Ditetapkan di Kuningan 
Pada tanggal 29 November 2018  

 

BUPATI KUNINGAN 

ttd 

 

ACEP PURNAMA 

 
Diundangkan di Kuningan 
Pada tanggal 30 November 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN, 

                      ttd 
DIAN RACHMAT YANUAR 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR 50 
 


